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ABSTRACT

This research was conducted at Samarinda City, East Kalimantan
Province, Indonesia. This study aims to determine the regulation and legal
liability of cable TV business operators who establish businesses in public
facilities in Samarinda City. The method that used in this research is a
normative legal method that is studying document studies, using various
legal materials such as statutory regulations, non-legal materials and in
the form of opinions from scholars. The legal material in this study is
sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and non-
legal materials.

From the results of this study it can be concluded that the legal
arrangements for businesses that set up cable TV businesses in public
facilities in Samarinda City are contained in Law No.30 of 2009
concerning Electricity Article 48 Paragraph (1). The legal responsibility
of cable TV business operators who establish businessesin public facilities
in Samarinda against the Samarinda city government is that if an adverse
incident occurs that results in pollution and / or environmental damage is
consdered an illegal act. To overcome various legal issues regarding
cable TV business operators, the Samarinda City Regional Government
should make a regional regulation specifically regulating the supervision
of Cable TV business licensing in Samarinda City because with the
regional regulation it is expected to minimize the number of violations of
the law, and should Cable TV business operators no longer use electricity
network supporting poles which are public facilities owned by the city
government, it is far better if cable cable business operators are planted
on the ground level, so as to minimize the existence of electrical zippers,



fires due to short eectrical current and do not disurb the aesthetic of this
city.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, PraviKalimantan
Timur, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untukngetahui pengaturan
dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha TV Kalveg] mendirikan
usaha pada sarana fasiltas umum di Kota SamariNddode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode hukwmmatif yaitu
mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berdzagjzan hukum
seperti peraturan perundang-undangan, bahan noamhuan berupa
pendapat dari para sarjana. Bahan hukum dalamitemehi bersumber
pada bahan hukum primer, bahan hukum sekundetbatam non hukum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa péagn hukum
bagi pelaku usaha yang mendirikan usaha TV kabdbgllitas sarana
umum di Kota Samarinda terdapat pada Undang-Unddm@0 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 48 Ayat (&ytdhdggung jawaban
hukum pelaku usaha TV Kabel yang mendirikan usa@dapsarana
fasilitas umum di kota Samarinda terhadap pemdriltata Samarinda
ialah jika terjadi insiden merugikan yang mengatkba pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagaiugg@rd melawan
hukum. Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukengenai pelaku
usaha TV kabel, maka sebaiknya Pemerintah Daerdh Kamarinda
harus membuat peraturan daerah yang secara spewhigatur tentang
pengawasan terhadap perizinan usaha TV Kabel & Bamarinda karena
dengan adanya peraturan daerah tersebut diharaalat meminimalisir
jumlah pelanggaran hukum, dan sebaiknya pelakuaus&hKabel sudah
tidak menggunakan tiang penyangga jaringan lisyding merupakan
sarana fasilitas umum milik pemerintah kota, jeethii baik apabila kabel
pada pelaku usaha TV Kabel ditanam pada permukaaaht agar
meminimalisir adanya konsleting listrik, kebakarakibat arus pendek
listrik dan tidak mengganggu estetika kota.



Kata Kunci: Pelaku Usaha TV Kabel, Fasilitas Umiangaturan Hukum
Pertanggungjawaban Hukum

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Televisi dapat disingkat TV merupakan salah satudiane
telekomunikasi yang hampir dinikmati oleh seluruasyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat Kota Samarinda. Konsumennya ek
memandang usia dari balita hingga lansia. Maka itlarseluruh saluran
televisi (channel TV) dari dalam negeri ataupun dari mancanegara
berlomba-lomba menayangkan siaran yang edukagftitrdan inovatif.
TV Kabel adalah sistem penyiaran acara televisaleisyarat frekuensi
radio yang ditransmisikan melalui serat optik yéetgp atau kabebaxial
dan bukan lewat udara seperti siaran televisi byaseg harus ditangkap
antenalover-the air). TV kabel memiliki kualitas gambar lebih tinggi sert
kemungkinan sinyal terputus karena angin atau patigat kecil bahkan
dapat dikatakan tidak ada.

Besarnya peluang yang menghasilkan keuntungan nambu
banyaknya pengusaha TV Kabel yang mendirikan usahtam
penyelenggaraan penyiaran melalui media kabel demgamanfaatkan
sarana fasilitas umum, seperti melintangkan kabsisebut serta
menggunakan penyangga jaringan listrik yang dimpigrusahaan listrik
negara (PLN) yang merupakan sarana fasilitas umkKiemyataannya,
banyak pihak menggunakan tiang penyangga tidak likemin, bahkan
pemasangan kabel tidak sesuai dengan standarasistidn keamanan
salah satunya ialah pelaku usaha TV Kabel. Marakisgdna TV Kabel di
Samarinda menyebabkan tiang penyangga milik PT. fRésero) yang
merupakan sarana fasilitas umum menjadi sangat ntadan dan
membahayakan warga sekitar. Akibatnya, timbul ketakutan masyarat
tinggal disekitar tiang penyangga yang telah mealangHak Asasi
Manusia atas rasa aman dan nyaman. Undang- Undasey Bahun 1945
sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasalalp/ang menjamin
perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenudladgasi Manusia,
karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuatenkgan mengenai
Hak Asasi Manusia harus dihormati dan dijamin psda@aanya oleh
negara maupun kelompok individu.



Pentingnya pengurusan izin dalam setiap mengaweadiiakan
usaha untuk mendapatkan manfaat dari hak yang tBleldungi oleh
hukum. 1zin gangguan yang biasa disebut jtiyaderordonnantie (HO)
adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatpadikeorang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkahaya dan
gangguan. Subyek izin gangguan ialah orang prilbéai badan yang
memperoleh izin tempat usaha. Dasar hukum izinagalah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Teniajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada PematDaerah Kabupaten/
Kota yang mengatur secara rinci tentang RetritmisiGangguan. Bahkan
pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan runtuk oenentukan
besar biaya retribusi ini. Retribusi ini merupakpembayaran atas
pemberian izin tempat usaha sebagai pribadi atdarbasaha di lokasi
tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan qang Ini
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengandadin pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan suayeeralam, barang,
prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna doelgn kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penertiban pemerintah terhadap pelaku usaha adasai penting
agar tidak terjadi keresahan bagi masyarakat yamgetangga atau
berbatasan langsung maupun tidak langsung dendakupasaha yang
bisa jadi kegiatan usaha tersebut menimbulkan poidara, polusi air,
polusi sosial dan sebagainya. Tujuannya tiadaHalruntuk melancarkan
penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan kepadgarakat, dan
memberikan kepastian hukum demi mencegah terjadstggnasi bagi
kemanfaatan dan kepentingan umum. Pembentukarnupangberundang-
undangan di Indonesia masih memerlukan perhatianosueh dan
kesungguhan karena semakin lama diabaikan, akaraksenrumit.
Kerumitan tersebut semakin besar dengan perkembadgaia yang
semakin cepat dan Indonesia sebagai bagian daia,dtidak dapat
melepaskan diri dari hal tersebut.

B. Rumusan M asalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku usahKab¢l yang
mendirikan usaha pada sarana fasilitas umum di&ataarinda ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usah&abél yang
mendirikan usaha pada sarana fasiltas umum di I&denarinda



terhadap pemerintah kota Samarinda jika terjadiidars yang
merugikan ?

C. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturakuim bagi
pelaku usaha TV Kabel yang mendirikan usaha pa@daadasilitas umum
di kota Samarinda, karena sarana fasilitas umunupa&an sarana yang
diperuntukkan untuk umum dan bukan untuk dikuasan@ atau badan
usaha dalam melakukan kegiatan komersil, dan umnéngetahui
pertanggungjawaban hukum pelaku usaha TV Kabel yaegdirikan
usaha sarana fasilitas umum di kota Samarindadaphpemerintah kota
Samarinda jika terjadi insiden yang merugikan, karesarana fasilitas
umum diperuntukkan guna kepentingan umum dan buykanmtuk
kegiatan komersil perorangan yang berdampak negtgihadap
masyarakat disekitarnya.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1) Masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam masigat
problematika pelaku usaha TV kabel yang mendiriksaiha pada
fasilitas umum.

2) Bahan informan bagi Pemerintah Kota Samarinda sestansi-
intansi terkait dalam pengaturan dan pertanggurajjaw pelaku
usaha TV Kabel.

3) Meningkatkan pengetahuan dan sebagai bahan litdvagi
peneliti dan masyarakat pada umumnya sebagai tambah
informasi mengenai Pelaku Usaha TV Kabel.

[1. KERANGKA DASAR TEORI
A. Definis Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (8andgrundang
Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 butir 3 KeputusantétePerindustrian
dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 “pelasahal adalah
setiap perorangan atau badan hukum yang didirikem lwerkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum NegRepublik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakrjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaigogkeonomi”.



Definisi Pelaku usaha yang diberikan oleh Pasaltlr B Undang-
undang Perlindungan konsumen tersebut, yang tekmdslam pelaku
usaha adalah perusahaan, korporasi, badan usakaNegara, koperasi,
importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Merudefinisi tersebut
Undang-undang Perlindungan konsumen berlaku badakypeusaha
ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomiHeralaku usaha
dalam Undang-undang perlindungan konsumen jug tidebatas pada
pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraanekid atau badan
hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perorangeng bukan
berwarganegara Indonesia, atau pelaku badan hulsimg, asepanjang
mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukadohesia negara
Republik Indonesia.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindumk@arsumen
memuat defenisi mengenai hukum perlindungan konsuyag¢u sebagai
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukiak memberikan
perlindungan konsumen". Para konsumen merupakaongah yang
rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Perlindohgasumen berasaskan
manfaat keadilan, keseimbangan. keamanan dan kedela konsumen
serta kepastian hukum. Dalam penjelasan pasal 2angragndang
perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungg@ansumen
diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarft@amapb asas yang
relevan dalam pembangunan nasional.

Dilihat dari pengertian diatas, terdapat 4 (empat)sur yang
terkandung dalam pengertian pelaku usaha yaitu:

1. Setiap orang perseorangan atau badan usaha. Yramastd badan
usaha menurut pengertian ini adalah badan usal@ henentuk
badan hokum dan tidak berbadan hukum.

2. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui pamaniji
Beberapa macam pelaku usaha yaitu:

a. Orang perseorangan;

b. Badan usaha;

c. Orang perseorangan dengan orang perseorangan lai
d. Orang perseorangan dengan badan usaha;

e. Badan usaha dengan badan usaha.

3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaidgelkonomi
terdapat batasan yang membedakan antara pelaka dsaigan
pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksudyaemelaku



usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegistaha
dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiati@tam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia adalah gran
perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudatean
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Ripub
Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikian
berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

B. Tinjauan tentang Hak Asas Manusia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1@@8amng
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yamedekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluknTvaag Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormatinging tinggi, dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, danapetorang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabausm. Salah satu
Hak Asasi Manusia yang mendasar adalah hak atasaraan. Hak atas
rasa aman ini tidak saja dalam pengertian fisikkigps$etapi juga hak atas
keamanan dalam kehidupan. Menciptakan kedamaianrasa aman,
merupakan tugas bersama setiap manusia. Bagaimanmiptakan
lingkungan yang damai dan tenteram, adalah sebeaajiban seperti
menciptakan rasa aman pada orang-orang di sektisar k

C. Seputaran Penyiaran Televis Indonesa
Televisi membawa berbagai kandungan informasi,ppeaan yang
dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh peldsolia. Televisi juga
alat bagi berbagai kalangan untuk menyampaikanagaibpesan untuk
kalangan masyarakat. Orang dapat menyaksikan sémagaung suatu
peristiwa di bagian dunia lain berkat jasa televikehadiran televisi di
dunia membawa dampak yang besar bagi umat manuBgriyiaran
melalui media televisi di Indonesia dimulai tahl#62 bertepatan dengan
dilangsungkannya Asian Games di Gelanggang Olaha Ragnayan
Jakarta. Hari pertama kali menyiarkan Pesta OlahssgAsia IV yaitu
pada tanggal 24 Agustus 1962 yang diperingati setun sebagai hari
jadi TVRI.
1. Definis Televis
Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang tdiselengan
bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasgde menggunakan



alat yang bisa mengubah cahaya (gambar) dan beugrg) menjadi
gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjatkds cahaya
yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar
2. Peran dan Fungs Televis
Televisi merupakan alat yang digunakan sebagai naara
komunikasi searah yang sangat efektif untuk mengatap pesan-
pesan kehidupan. Televisi dianggap sebagai medrdbgajaran yang
efektif dan menarik, karena alat ini dapat merekdan menangkap
objek gambar hidup yang sebenarnya, dari tempat) yanh dapat
dilihat dan dinikmati oleh pemirsa seolah-olah #&&ga itu berada
didepan matanya. Dengan menyadari bahwa televisiattie sebuah
alat yang sangat potensi untuk memberikan inforrdasi sekaligus
sebagai alat pembelajaran kepada setiap yang metiikmaka
program penyiaran dan pertunjukannya haruslah dikerdengan
berpedoman etika dan nilai-nilai budaya yang plositi
Perkembangan jaringan penyiaran lewat televigalaa® dengan
perkembangan peradaban zaman yang begitu pesat,imfaémasi dari
tempat yang jauh, bahkan dari mancanegara sekatiplam waktu
sekejap dapat dilihat dan diikuti perkembanganmyangan jaringan
komunikasi dan informasi yang mudah dan efektiulirppenyampaian
pesan, maka dunia pendidikan seharusnya juga ikumgambil peran
dalam penanganan media televisi ini sebagai pusaiber belajar.
Artinya, para perencana dan praktisi pendidikaaktithanya sebagai
penonton dari luar arena program pertelevisian ned@. Tapi ikut
ambil bagian penayangan program kependidikan yakgnés untuk
kepentingan pembinaan ahlak, moral dan nilai-ilalaya Indonesia.
3. Definis Televis Kabel
Televisi kabel atau CATVGommunity Antenna Television) adalah
metode penyiaran program televisi melalui medi&uessi radio yang
ditransmisikan keperangkat pelanggan dengan basera fiber optik
atau kabel koaksial. Fiber mampu mendistribusikayas$ hingga jarak
30 km sedangkan koaksial dalam radius beberaps ragter yang
memerlukaramplifier sinyal.
4. Syarat-syarat Perizinan Usaha Televis Kabel
Persyaratan untuk mengajukan perizinan usaha sel&abel terdiri
dari:
a. Mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi matByai 6.000;
b. Foto copy KTP Penanggung Jawab;



c. Surat Keterangan Usaha/Domisili Perusahaan/rekocasendari
pejabat berwenang;

d. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha mengeRRRW,

Lurah dan Camat;

Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuardiepada pihak

lain);

Foto Copy Kartu BPJS;

Izin Lingkungan atau (SPPL, UKL/UPL, Amdal);

Foto copy Surat 1zin Usaha (SIUP dan TDP);

Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan pgausahaan

berbadan hukum;

]. Surat Keterangan Persetujuan Lokasi / Izin Loksi @&merintah
Kota Bima,

k. Foto copy IMB;

l. Izin Penyiaran dari Instansi berwenang;

m. Rekomendasi teknis (Dinas Kominfo Kota domisili);

n. Foto copy bukti kepemilikan/sertifikat tanah atawras keterangan
lain yang sah.

@

~za ™

D. Pengertian Sarana Fakultas Umum

Seringkali kita mendengar istilah fasilitas so$#iitas umum
(fasos dan fasum) untuk menggambarkan fasilitag yasa digunakan
publik. Dalam peraturan tentang fasilitas sosal, ditemukan istilah fasos
dan fasum. Tapi itu adalah istilah untuk prasaramgkungan, fasilitas
umum dan fasilitas sosial yang dipendekkan merf@sbs fasum untuk
mempermudah penyebutannya. Dalam Kamus Besar Bdhdeaesia
Online yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah tasiliyang
disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk nastamisalnya,
sekolah, klinik dan tempat ibadah. Sedangkan yanwldud “fasilitas
umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepgati umum, misalnya
jalan dan alat penerangan umum”.

E. Pengertian Pengaturan Hukum

Peraturan hukum secara universal adalah hal-ha gambuat oleh
suatu badan atau lembaga pemerintah yang berishatana-norma di
masyarakat dimana untuk mengatur tata kehiduparusramalam suatu
negara. Hal ini memang hukum menjadi peraturan yandt di kaitkan



antara pengertian dan praktiknya, sehingga kadakgkiat dari praktik
lebih luas daripada hakekat dari pengertiannyatinggn sebaliknya.

F. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

“Pertanggungjawaban hukum berasal dari kata targg@gwab, yang
berarti keadaan wajib menanggung segala sesuafualau ada sesuatu
hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagdify@&)Dalam Kamus
hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertargjgwaban, yakni
Liability dan responbility. Liability merupakan istilah hukum yang luas,
yang didalamnya mengandung makna baHhvehility menunjuk pada
makna yang paing komprehensif meliputi hampir pekarakter resiko
atau tanggung jawab yang pasti yang bergantung,yatag mungkin.

Selain ituliability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban
secara aktual atau potensial kondisi bertangguwghaterhadap hal-hal
yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancalkeahatan biaya atau
beban kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksan undang-
undang dengan segera atau pada masa yang akag.daementara itu
responbility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu
kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, k®uan, dan
kecakapanResponbility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas
undang-undang yang dilaksanakan, dan memeperbtaki sebaliknya
memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang tifenbulkannya.

G. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukumlaw enforcement) mencakup kegiatan untuk
melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakuigakan hukum
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hykngm dilakukan
oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradiaupun melalui
prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian englainnya
(alternative desputes or conflicts resolution). Penegakan hukum adalah
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau roggionya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman perialmdalu lintas
atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakatlam
menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus dip&amtyaitu kepastian
hukum, kemanfaatan dan keadilan.
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H. Syarat-Syarat Umum Pengajuan |zin Pemanfaatan Jaringan

dari:

Persyaratan untuk mengajukan lzin Pemanfaatan gdariterdiri

1. Keterangan Umum:

a.

Pemohon adalah pemegang izin usaha penyediaanatdistigk
(diatur Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah MdmoTahun
2012)

Pemanfaatan jaringan tenaga listrik (Diatur Padal ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012), meliputi

a). Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringtiiklis

b). Serat optik pada jaringan;

¢). Konduktor pada jaringan

d). Kabel pilot pada jaringan.

2. Dasar Hukum :

a.
b.
C.

d.

e.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagkeis;
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerint@harah;
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentangak®glUsaha
Penyediaan Tenaga Listrik;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral3$Tahun
2013 tentang Tata Cara Permohonan lzin Pemanfaatangan
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, lfitnedia,
dan Informatika; dan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomdiaun 2016
tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

3. Persyaratan :

Persyaratan untuk mengajukan Izin Pemanfaatangaaritelah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahd2 Basal 50 ayat
(4) yang menyebutkan bahwa persyaratan administidesntitas
pemohon ialah sebagai berikut :

a. ldentitas calon pemanfaat jaringan dan suramgieonan;
b. profil calon pemanfaat jaringan;
c. Analisis kelayakan pemanfaatan jaringan;
d. Jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
e. Rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
Pengajuan Izin Pemanfaatan Jaringan tidak dikenbiega dan

waktu penyelesaian maksimal 14 (empat belas) teajalsejak berkas
dinyatakan lengkap dan izin berlaku selama 5 (litadun dan dapat
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diperpanjang yang diatur pada diatur Pasal 12 &yatPeraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 36 Takdh3.

1. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha TV Kabel Yang
Mendirikan Usaha Pada Sarana Faslitas Umum di Kota
Samarinda

Pelaku usaha wajib untuk mentaati aturan hukumnuatenjalankan
usahanya tanpa terkecuali pemilik usaha TV kab&bttkh Samarinda yang
saat ini, menggunakan tiang-tiang listrik yang rpekan sarana fasilitas
umum aset pemerintah Kota Samarinda untuk menyaiurkiaran
keseluruh masyarakat, pengguna jasa layanan TV |IKahE mana
pemasangan dan penataan jaringan perangkat miekatmp TV Kabel
menggunakan tiang listrik tersebut mengganggu ikat&eindahan Kota
Samarinda. Pemerintah menyediakan fasilitas desapgaa umum dengan
tujuan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi makyg
meningkatkan pendapatan dan retribusi, dan memadapkrdagangan
antar Negara.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk mengakyatnya
memiliki andil guna menciptakan stabilitasi dibegaabidang baik dalam
ekonomi, sosial juga bagi warga negaranya. Disagnjiin pemerintah
juga berperan sebagai fasilitator dan tetap meikdoeikebebasan atas hak
pribadi untuk mengembangkan bisnis. Fasilitas yatagna ialah berupa
infrastruktur baik berupa tempat transit bisnis paufasilitas kemudahan
dalam proses perijinan bisnis.

Adanya ketersediaan infrastuktur yang memadai lontbagai bidang
seperti industry, perdagangan jasa dan pertanigatdaembuat para
pekerja dapat mengeksplor dirinya lebih jauh darkusditas. Perlunya
melatih kualitas dan kreatifitas diri sebagai dasenghasilkan sesuatu
yang bernilai. Sehingga, akan mempengaruhi hidupusia terutama pada
masalah perekonomian. Memiliki keterampilan dengeaatersediaan
infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pest@a suatu
masyarakat, peningkatan lapangan kerja, dan peaagraendapatan.

Pemasangan dan penataan jaringan TV Kabel di KataaBnda
dinilai semerawut dan tidak tertib karena banyakgyaenumpang ditiang
listrik. Sementara itu penindakan hukum terhaddpkpeusaha TV Kabel
tersebut saat ini Pemerintah Kota Samarinda belwmihki Peraturan
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Daerah yang secara spesifik mengatur tentang paniaisaha TV Kabel
di Kota Samarinda. Aktifitas pelaku usaha TV Kapahg menggunakan
tiang-tiang listrik yang menjadi sarana fasilitaswm di Kota Samarinda
tanpa izin penyiaran maupun izin pemanfaatan janngbahkan
pemasangan kabel tidak sesuai dengan standarasistkéamanan dan
keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungamggé aktifitas pelaku
usaha TV kabel bertentangan dengan Peraturan NleBtesrgi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36ufa013 tentang
Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringangddnatrik Untuk
Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan InforikatPasal 3 ayat (4)
yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan Jaringan setmgadimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakusetelah memperoleh
IPJ Telematika dari Menteri”. Serta bertentangamgde asas yang
terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimafiamr Nomor 4
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistik@sal 2 yang
menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan ketenagalistnkedasarkan asas
manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dé&rnambungan,
optimalisasi ekonomi, pemanfaatan sumber daya enewgngandalkan
pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehamakanm
keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, danasto daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumbera DMineral
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Taitaa Permohonan
Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Képgan
Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Pasaklyat (3) huruf a
menyebutkan bahwa :

“Pemanfaatan jaringan sebagaimana dimaksud pada(®ya
dilakukan apabila tidak mempengaruhi kelangsungamyg@diaan
tenaga listrik, dengan ketentuan sebagai berikud) : Untuk
pemanfaatan Penyangga dan atau jalur sepanjangggari
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf akudtén
dengan mempertimbangkan : 1) Ketersediaan kapasitesgan
yang masih dapat dimanfaatkan; dan 2) Kekuatan tkdss
penyangga”.

Izin Pemanfaatan Jaringan memiliki tenggat waktka jimasa
berlakunya telah habis maka pelaku usaha TV Kabajibwuntuk
memperpanjang kembali izin tersebut sebagaimanenketn Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republikolmeisia Nomor 36
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Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Paatanf Jaringan
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, [fitoedia dan
Informatika Pasal 12 ayat (1) yaitu, masa berlakin IPemanfaatan
Jaringan ialah 5 (lima) tahun. Ayat (2) pemeganm IPemanfaatan
Jaringan wajib memperbaharui 1zin paling lambatiga) bulan sebelum
masa berlakunya berakhir. Serta, pada ayat (3) dtermnan perpanjangan
Izin Pemanfaatan Jaringan harus memenuhi persyadatamengikuti tata
cara permohonan.

Sanksi Administrasi dapat diterapkan kepada peledaha TV Kabel
di Kota Samarinda jika terbukti tidak memiliki IzPemanfaatan Jaringan
Telematika namun masih beroperasi. Undang-Undang3B8ldahun 2009
tentang Ketenagalistrikan Pasal 48 Ayat (1) mentkaubahwa : “Setiap
orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaledach Pasal 16
ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2rIR&s Pasal 33 ayat (3),
Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayaflikghai sanksi
administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pekolag kegiatan sementara;
dan/atau c. pencabutan izin usaha”. “Ayat (2) Sarddministratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanNhdéatieri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Tahun 2017 telah dicabutnya regulasi tentang pengmat |zin
Gangguan, salah satunya ialah izin pemanfaatamadesilitas umum
yang dinilai menjadi penghambat dunia usaha maumwestasi di
Indonesia maka dari itu Pemerintah memberikan wangrkepada pihak
PT. PLN (Persero) untuk tetap mengawasi serta marf@amanan dan
keselamatan yang berdasarkan Peraturan Daerahn§ird€alimantan
Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaradenagalistrikan.
Pengawasan inilah menjadi tugas PT. PLN (Persetiggai Badan Usaha
Milik Negara yang telah disebutkan dalam pasal &t §%0) Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 20tEhtang
Penyelenggaraan Ketenagalistrikan bahwa “Pengawasateh segala
usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamamiaman lingkungan
dan tegaknya peraturan perundang-undangan ketestelgan.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha TV Kabel Yang Mendirikan
Usaha Pada Sarana Fasilitas Umum di K ota Samarinda Terhadap
Pemerintah Kota Samarinda Jika Terjadi Insiden Yang
Merugikan
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Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatans§baan/
badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dankgauwsakan
lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hulkenanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memililgguamg jawab untuk
mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbt&dah melakukan
perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembitsaiut baik itu
nyata adanya hubungan kausal antara kesalahanrdkegagian ljability
based on faults) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalalinanil{ty
without faultg/strict liability). Saat ini terdapat 2 pertanggung jawaban
Pelaku Usaha TV Kabel Yang Mendirikan Usaha Padar@aFasilitas
Umum di Kota Samarinda, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Administras
Setiap tindakan hukum itu mengandung makna pengguna

kewenangan maka didalamnya tersirat adanya kewajiba

pertanggungjawaban. Kewenangan pemerintahan teérdsdmkaitan
dengan adanya pejabat atau badan pemerintahan bert@nggung
jawab, baik berupa pengawasan maupun pemberiasis&dra- cara
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan ditipgu dari
dari segi kedudukan badan atau organ yang meldksamengawasan,
baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian ditinjiawi segi saat atau
waktu dilaksanakannya pengawasan preventif danagpexgan refresif.
Dan yang terakhir di tinjau pengawasan dari sediudu

Penegakan hukum administrasi yang dikenakan tephada

pelanggaran-pelanggaran tersebut dimaksudkan sSebagma untuk
mengubah perilaku. Tujuan utama penegakan hukumingirasi

adalah bagaimana agar perilaku yang dapat dipandsetzagai
pelanggaran tidak terjadi lagi. Terutama yang @ipkan dengan
pengenaan sanksi administrasi adalah bukan senata-mntuk
memberikan beban kepada pelakunya, melainkan mepdrdakunya.
Kalau pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak éagidi di masa-masa
selanjutnya maka diharapkan munculnya sumbangauritifpbsgi

pemenuhan kewajiban perizinan. Sekaligus di sita @@macam
pendidikan hukum, yaitu agar masyarakat lebih heHzdi dan

bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban.

Umumnya macam-macam dan jenis sanksi dicantumkan da

ditentukan secara tegas dalam peraturan perundataigan bidang
administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapeam sanksi
dalam hukum administrasi, yang pertama Paksaan rpgate
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bestuursdwang kemudian yang kedua Penarikan kembali keputusan
yang menguntungkan yaitu izin, subsidi, pembayadan, sebagainya.
Setelah itu yang ketiga Pengenaan uang paksa odehermtah
dwangsom dan terakhir yang keempat Pengenaan denda admiiistr
administratieve boete.

Berkaitan dengan perilaku hal tersebut, semestmpak TV
Kabel dalam hal ini hanya dapat dikenakan sanksii@dtratif saja
sebagaimana tercantum pada Undang-Undang NomoraBOnT2009
tentang Ketenagalistrikan Pasal 48 Ayat (1). Kepasjanti rugi atau
relokasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas omgfasum) sampai
dengan saat ini belum jelas. Pada kenyataannya gangikan ialah
pemerintah kota Samarinda serta masyarakat ap&bjali kerusakan
jika terjadi insiden. Menurut keterangan pihak gahaan TV, bahwa
mereka pernah menyurati pihak yang berwenang tehighiperizinan
tersebut pemerintah kota Samarinda, namun belumtiadak lanjut
konkrit yang dilakukan atas hal pemakaian fasilitaaum dengan
tujuan komersil.

2. Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata

Pengertian secara mendasar Hukum perdata menbakurdan
kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungannhul@emua
peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajibamggvarseorangan
atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum didebgan hukum
perdata civil law. Karena hukum perdata mengatistsunsi hak dan
kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum antaaagyang satu
dan orang yang lain, disebut juga hukum perdataenasubstantive
civil law. Pada perkara perdata, tugas pengadildalah mencari
kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakaditetut oleh
pihak-pihak. pengadilan tidak boleh melebihi dari Apabila tergugat
telah mengakui kebenaran tuntutan penggugat, @erkanjadi selesai.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, njakg

dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adatdligian yang
melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yargn&asalahnya
telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Daldmui hukum
dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawakuno, yaitu sebagai
berikut :
1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpar unsu

kesengajaan maupun kelalaian);
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3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebag&iuberi

1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan
kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 13@b Kindang-
Undang Hukum Perdata.

Berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum da&mbawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yaegimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantkerngian
tersebut”.

2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnydaikel
sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 Kitab Undadgng
Hukum Perdata; Berbunyi “Setiap orang bertanggangp, bukan
hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatangiaru
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kamalatau
kesembronoannya”.

3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagairteadapat
dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berbunyi “Seseorang tidak hanya bertanggung javadb kerugian
yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkara jatgs
kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan anamg yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-bayamg
berada di bawah pengawasannya.

Terkait dengan hubungan keperdataan antara TV kabel
Konvensional dengan pihak pemerintah kota tidaladerhal yang
keliru di depan hukum, karena di dalam hukum perdatngenal
dengan istilah syarat sah nya suatu perjanjian yasgpunyai akibat
hukum yaitu wanprestasi. Disamping itu pola cedereum yang lain
adalah perbuatan melawan hukum. TV kabel di Kotag8mda telah
sengaja menggunakan fasilitas yang diperuntukkan teasyarakat
umum dan pihak TV kabel menggunakan fasilitas urtensebut guna
kepentingan komersil semata.

V. PENUTUP
A. Kesmpulan
1. Pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang mendiv&aha TV Kabel
di fasilitas sarana umum di Kota Samarinda terdggaata Undang-
Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrii}asal 48 Ayat (1)
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2.

= o

Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha TV Kabej yaendirikan
usaha pada sarana fasiltas umum di kota Samartedaadap
pemerintah kota Samarinda jika terjadi insiden m#an yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan liggkudianggap
sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jasedda wan/atau
kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk ggamti kerugian
yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukarrbpatan
pencemaran dan/atau perusakan yaitu pertanggungbgaw secara
administratif dan pertanggung jawaban secara hugerdata. Sejauh
pelaku usaha TV Kabel memenuhi 3 (tiga) kategoriaman hukum,
maka dapat dipertanggung jawabkan secara hukunatperd

. Saran
. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Samarinda harusmbus

peraturan daerah yang secara spesifik mengatuangeniengawasan
terhadap perizinan usaha TV Kabel di Kota Samarkatana dengan
adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapatinimalisir
jumlah pelanggaran hukum.

. Sebaiknya pelaku usaha TV Kabel sudah tidak meragum tiang

penyangga jaringan listrik yang merupakan sarasifités umum milik
pemerintah kota, jauh lebih baik apabila kabel ppelaku usaha TV
Kabel ditanam pada permukaan tanah, agar memisimadanya
konsleting listrik, kebakaran akibat arus pendedtrik dan tidak
mengganggu estetika kota.
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